
 

 

 
BUPATI LIMA PULUH KOTA 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA 

NOMOR 32 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan proses 
pemilihan penyedia barang/jasa yang memenuhi prinsip 

Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, transparan, 
terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka perlu adanya 

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui 
Penyedia Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh 

Kota; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dimana 

Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui 
Penyedia dipandang perlu ditetapkan dengan suatu peraturan 

kepala daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan 
Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan  
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

 

SALINAN 



 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar 
Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 
2016 Nomor 15); 

6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima 
Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh 

Kota Tahun 2019 Nomor 8); 

7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019 

Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 
Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN 
JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati  ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota. 

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku 
pengguna anggaran/pengguna Barang/Jasa. 

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 

Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah 
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, 

sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

6. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau 

Pekerjaan Konstruksi. 

7. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku 
Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak. 

8. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah 
persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak. 

9. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian 
kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, 

dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 



10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi 
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan 

pembangunan kembali suatu bangunan. 

11. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan 

layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. 

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah. 

13. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa 
dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 

penggunaan anggaran pada perangkat daerah yang bersangkutan. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi perangkat daerah. 

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang 
diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau 

melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja 
negara/anggaran belanja daerah. 

16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel 
yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, penunjukan langsung, 
dan/atau e- purchasing. 

17. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah 
unit kerja di pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan 

barang/jasa. 

18. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah 

sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola 
pemilihan Penyedia. 

19. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah 

pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa 
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

20. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim 
yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. 

21. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

22. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur pemerintah 
daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas 

tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. 

23. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan 

dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

24. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu  untuk 

urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja 
Pemilihan. 

25. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar 
rencana pengadaan Jasa Konstruksi yang akan dilaksanakan oleh perangkat 

daerah. 

26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan  hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 



27. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan 
rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik 

yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan 
pada masa yang akan datang. 

28. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan 
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

29. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 
Konsultansi Konstruksi. 

30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan 

Konstruksi. 

31. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 

Penyedia dengan nilai tertentu. 

32. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat 

Pengadaan atau Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan 
yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 

33. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan 

dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa 
dengan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 

34. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis 
yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, konsorsium 

perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, konsorsium perusahaan 
asuransi, konsorsium lembaga penjaminan, dan/atau lembaga keuangan 
khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan 

asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor 

Indonesia. 

35. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta 

pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di 
seluruh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. 

36. Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan Jasa Konstruksi yang 

menggabungkan beberapa paket pengadaan Jasa Konstruksi sejenis. 

37. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 

aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pemerintah. 

38. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada perangkat daerah adalah sekretaris 
daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, inspektur daerah, 

asisten sekretariat daerah, kepala dinas daerah, kepala badan daerah, atau 
staf ahli bupati. 

39. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian 
kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, 

maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang 
diperlukan. 

40. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah 

perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi. 

41. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ 

adalah surat penunjukan Penyedia barang/jasa kepada Penyedia 
barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan. 

42. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk 
mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar 
keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin 

keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga 
kerja, keselamatan publik dan lingkungan. 



- 2 - 

 

43. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat 
SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan 

Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. 

44. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah 

dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan 
dengan dokumen Kontrak. 

45. Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa 
atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak secara sepihak akibat 
kesalahan Pengguna Jasa dan/atau Penyedia. 

46. Penghentian Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa 
kepada Penyedia untuk sementara menghentikan berlakunya Kontrak 

diakibatkan Keadaan Kahar atau keadaan lainnya. 

47. Pengakhiran Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa 

dan Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak berdasarkan 
kesepakatan. 

48. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para 

pihak dalam Kontrak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga 
kewajiban yang terdapat dalam Kontrak tidak dapat dipenuhi. 

49. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Jasa Konstruksi. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengadaan Jasa 

Konstruksi melalui Penyedia yang meliputi: 

a. Jasa Konsultansi Konstruksi; dan 

b. Pekerjaan Konstruksi. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa 

Konstruksi lebih operasional dan efektif. 

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa 
Konstruksi melalui Pengadaan Langsung, atau Tender/Seleksi di lingkungan 

perangkat daerah yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja 
negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

 

BAB III 

STANDAR DAN PEDOMAN 

Pasal 4 

Standar Dan Pedoman Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada Peraturan yang 
diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Jasa Konstruksi dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 
yang berlaku. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota 
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemaketan Jasa Konstruksi Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten 
Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman 
Pemaketan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh 

Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 1), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. 

 

 

Ditetapkan di Sarilamak  

Pada Tanggal  8 Juni 2020 

 

 BUPATI LIMA PULUH KOTA, 

 

ttd 

 

IRFENDI ARBI 

 

 

Diundangkan di Sarilamak 

Pada Tanggal 8 Juni 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

 

ttd 

 

WIDYA PUTRA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

TAHUN 2020 NOMOR 32 

 


